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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Dasar Pemikiran Magang 

Dalam era globalisasi persaingan bisnis menjadi semakin meningkat, 

baik di pasar domestik maupun di pasar internasional. Di dalam dunia usaha 

mempertahankan kelangsungan hidup merupakan tujuan penting yang harus 

dilaksanakan disamping tujuan untuk terus meningkatkan penjualan dan laba. 

Sehingga dapat dilihat bahwa pelayanan merupakan faktor paling penting 

didalam suatu dunia usaha yang bersifat jasa.  

Pada umumnya antara perusahaan dan karyawan terdapat hubungan 

seperti simbiosis mutualisme yang berarti saling menguntungkan dimana 

perusahaan tersebut membutuhkan jasa-jasa tenaga kerjanya untuk 

menjalankan perusahaan tersebut guna mencapai tujuan perusahaan salah 

satunya profit yang maksimal bagi perusahaan. Disisi lain, karyawan 

mendapatkan gaji yang dibayarkan atas hasil kerjanya. Melihat kemajuan 

teknologi dan informasi yang terus berkembang, semua orang berlomba-

lomba untuk mempunyai pekerjaan yang tetap dan memiliki gaji yang besar 

dengan hal tersebut seseorang mampu memenuhi kebutuhan akan teknologi, 

informasi, dan gaya hidupnya. 

Gaji merupakan balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan 

sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai seorang pegawai yang 

memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan/organisasi (Rivai, 
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2012:316). Pemberian gaji merupakan hal yang sangat penting dimana setiap 

pegawai yang bekerja pada suatu perusahaan berhak untuk mendapatkan gaji 

berdasarkan peraturan atau ketentuan penggajian yang berlaku di perusahaan. 

Hal tersebut merupakan pendorong utama seseorang untuk menjadi karyawan, 

serta gaji yang diberikan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap 

semangat dan kegairahan kerja pada karyawan.  

Sistematika pemberian gaji di dalam suatu perusahaan mencakup 

kebijakan yang mengatur segala sesuatu mengenai penggajian, prosedur atau tata 

cara pemberian gaji, dokumen terkait yang dijadikan sebagai bukti atau bagian-

bagian yang terlibat di dalam kegiatan penggajian tersebut. Setiap perusahaan 

mempunyai cara yang berbeda-beda atas proses penggajian kepada 

karyawannya. Begitupula cara perhitungan gaji yang dilakukan oleh 

perusahaan, baik secara terkomputerisasi maupun manual.  

Terkait hal tersebut pemberian gaji pada suatu instansi pemerintah 

memiliki kebijakan atau tata cara perhitungan tersendiri. Pemberian gaji 

kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok ditambah dengan tunjangan-

tunjangan yang sah dan berhak diterima oleh penerima gaji berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.   

Adapun pada instansi pemerintah di Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sistematika pemberian gaji 

kepada karyawan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa 

Yogyakarta memiliki kebijakan atau tata cara perhitungan tersendiri atas 

jumlah atau total gaji yang akan diberikan, serta memiliki tolak ukur 

tersendiri yang digunakan atas dasar perhitungan gaji tersebut.



3 
 

 
 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas masalah 

ini dan menjadikannya sebagai bahan untuk menyusun Laporan Magang 

dalam judul “PERHITUNGAN GAJI INDUK PEGAWAI NEGERI 

SIPIL DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH 

ISTIMEWA YOGYAKARTA”. 

1.2 Tujuan Magang  

Beberapa tujuan pada saat pelaksanaan magang diantaranya, sebagai 

berikut :  

1) Mengetahui  perhitungan gaji induk pegawai negeri sipil di Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

2) Mengetahui tolak ukur yang menjadi dasar perhitungan gaji induk 

pegawai negeri sipil di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

1.3 Target Magang 

Beberapa target yang akan dicapai setelah pelaksanaan magang 

diantaranya, sebagai berikut :  

1) Mampu mempraktekan perhitungan gaji induk pegawai negeri sipil di 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

2) Mampu menjelaskan tolak ukur yang menjadi dasar perhitungan gaji 

induk pegawai negeri sipil di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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1.4 Bidang Magang 

Magang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah 

Istimewa Yogyakarta, lebih tepatnya di Bagian Keuangan. Secara umum, 

tugas Bagian Keuangan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah 

Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut : 

1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan anggaran, pengelolaan 

administrasi keuangan, dan pembukuan. 

2) Melakukan perhitungan dan verifikasi serta pengurusan perbendaharaan.  

3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.  
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1.5 Lokasi Magang  

Magang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah 

Istimewa Yogyakarta, yang bertempat di Jl. Lingkar Utara Maguwoharjo, 

Sleman 55282 Telp. (0274)885, (0274)885036. Lebih lanjut, peta lokasi 

dapat dilihat pada Gambar 1.1 

 

Sumber : https://foursquare.com/v/kantor-dinas-tenaga-kerja-dan-

transmigrasi/4c75ff9660a370412698449 

 

Gambar 1.1 Lokasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Daerah Istimewa Yogyakarta 

 

  

https://foursquare.com/v/kantor-dinas-tenaga-kerja-dan-transmigrasi/4c75ff9660a370412698449
https://foursquare.com/v/kantor-dinas-tenaga-kerja-dan-transmigrasi/4c75ff9660a370412698449
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1.6 Jadwal Magang  

Magang dilakukan pada periode 2015/2016 dengan waktu magang 

menyesuaikan jam kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Jadwal rencana magang dapat dilihat pada Tabel 1.1  

Tabel 1.1 Jadwal Rencana Magang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

No Kegiatan 

Mei Juni Juli Agustus 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 
Pelaksanaan 

Magang 

                                

2. 
Penyusunan 

Tugas Akhir 
                                

3. 
Ujian Tugas 

Akhir 
                                

 

4. 
Ujian Kompetensi 
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1.7 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan laporan magang ini secara garis besar terdiri 

dari 4 bagian, yaitu :  

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini membahas tentang dasar pemikiran magang, tujuan 

magang, target magang, bidang magang, lokasi magang, jadwal magang dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas tentang referensi teori-teori yang 

berhubungan dengan judul laporan magang yang diambil serta berfungsi 

sebagai dasar penjelasan judul. 

BAB III ANALISIS DESKRIPTIF 

Pada bab ini membahas tentang profil tempat magang, tugas pokok 

dan fungsi, visi dan misi, struktur organisasi. Pembahasan mengenai data 

yang diperoleh dari tempat magang, data tersebut juga dituliskan pada bab 

ini. Selanjutnya pembahasan mengenai perhitungan gaji induk pegawai 

negeri sipil di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Adapun di dalamnya memuat dokumen-dokumen yang 

digunakan, informasi yang diperlukan, catatan akuntansi yang digunakan, 

dan perhitungan gaji induk pegawai negeri sipil serta tolak ukur yang 

menjadi dasar perhitungan gaji induk pegawai negeri sipil.  
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BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dari laporan magang 

yang sudah dilakukan dan saran yang diperoleh dari laporan magang yang 

sudah dilakukan.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 GAJI  

2.1.1 Definisi Gaji 

Gaji adalah pembayaran atas pemakaian jasa karyawan bagian 

manajerial dan administrasi yang dihitung berdasarkan tarif bulanan (Hery, 

2012:13). Menurut Warren (2015:546), Gaji adalah jumlah yang dibayarkan 

kepada karyawan atas jasa-jasa yang telah disediakan selama periode tertentu. 

Menurut para ahli yang telah menjelaskan mengenai definisi gaji, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa Gaji adalah pembayaran dalam bentuk uang yang 

diberikan kepada karyawan atas pekerjaan yang telah dilakukannya.  

2.1.2 Jenis-jenis Gaji 

1. Gaji Kotor 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gaji kotor merupakan gaji 

yang tercatat sebelum dikurangi potongan. 

2. Gaji Bersih 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gaji Bersih merupakan 

gaji yang diterima oleh pekerja (pegawai) setelah dikurangi potongan atau 

gaji yang dibayar (tunai) setelah dikurangi dengan semua potongan. 
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3. Gaji Pokok 

Menurut UU No 13 Tahun 2003 Pasal 94 Tentang Ketenagakerjaan, 

Gaji pokok adalah imbalan dasar (basic salary) yang dibayarkan kepada 

pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan. 

4. Gaji Induk 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

109/PMK.05/2012 Pasal 1 ayat 40, Gaji Induk adalah gaji yang dibayarkan 

secara rutin bulanan kepada pegawai negeri yang telah diangkat oleh 

pejabat yang berwenang dengan surat keputusan sesuai ketentuan 

perundang-undangan pada satuan kerja yang meliputi gaji pokok dan 

tunjangan yang melekat pada gaji.  

2.1.3 Elemen-elemen Gaji 

Menurut  Lie Dharma Putra (2011) ada 4 elemen dasar pada biaya 

gaji yang terdiri dari : 

1. Gaji Pokok  

Gaji Pokok merupakan elemen utama, yang dijadikan dasar 

pertimbangan yang digolongkan kedalam kelompok biaya operasional. 

Dimana nilainya relatif tetap (paling tidak untuk satu tahun buku). 

Besarnya nilai pada elemen ini tentunya bervariasi sesuai dengan 

kemampuan perusahaan, jabatan, masa kerja. Semakin tinggi kemampuan 

perusahaan, biasanya juga akan menentukan nilai gaji pokok yang relatif 
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lebih tinggi, semakin tinggi suatu jabatan semakin tinggi gaji pokoknya, 

semakin lama masa kerjanya maka kemungkinan kenaikan gaji akan 

semakin luas yang nantinya berakumulasi menjadi peningkatan nilai dari 

gaji pokoknya. 

2. Lembur 

Kebijakan mengenai lembur tidak sama antara satu perusahaan 

dengan perusahaan yang lain. Akan tetapi, pada umumnya lembur 

biasanya diberikan hanya pada pegawai di tingkatan (level) tertentu, yaitu 

staf (bukan manajer). 

3. Tunjangan-tunjangan 

Menurut  Lie Dharma Putra (2011) ada berbagai macam jenis 

tunjangan, dimana dalam pelaksanaannya sangat tergantung dari 

kemampuan perusahaan, diantaranya sebagai berikut :  

a) Tunjangan Jabatan 

Jenis tunjangan ini melekat pada suatu jabatan tertentu. Semakin 

tinggi suatu jabatan, maka besaran tunjangan akan semakin tinggi 

(sampai pada batas tertentu). 

b) Tunjangan Kesehatan 

Tunjangan kesehatan merupakan bagian dari penghasilan 

karyawan di luar gaji pokoknya. Tunjangan kesehatan tergolong 

tunjangan yang paling banyak disediakan oleh perusahaan atau instansi 
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setelah tunjangan jabatan. Dalam praktiknya tunjangan kesehatan ini 

diberikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Misalnya Penggantian 

biaya kesehatan, pembebasan biaya pembelian obat, dan lain 

sebagainya. 

c) Tunjangan Asuransi 

Tunjangan yang dihasilkan dari keputusan manajemen unilateral 

pada beberapa perusahaan dan dari perundingan tenaga 

kerja/manajemen perusahaan lainnya. Tunjangan asuransi yang paling 

lumrah dipakai di Indonesia adalah produk-produk asuransi yang 

disediakan oleh PT. Jamsostek (Persero). 

4. Potongan-potongan 

Menurut  Lie Dharma Putra (2011) ada beberapa potongan yang 

menjadi pengurang dalam penggajian diantaranya, sebagai berikut :  

1. Premi Asuransi 

2. Biaya makan 

3. Biaya jabatan 

4. Cicilan pinjaman  

5. Pajak penghasilan (PPh Pasal 21) 

Potongan atas gaji yang paling dasar adalah potongan Premi Asuransi 

dan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) yang ditanggung oleh pegawai. 
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2.2 PEGAWAI NEGERI SIPIL 

2.2.1 Definisi Pegawai Negeri Sipil 

 Berdasarkan UU No 43 Tahun 1999 Pasal 3 ayat 1 menjelaskan bahwa 

Pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan 

merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan. 

2.2.2 Jenis Pegawai Negeri Sipil 

 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 

1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 

Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang menjelaskan bahwa Pegawai 

Negeri terdiri dari:  

1. Pegawai Negeri Sipil 

2. Anggota Tentara Nasional Indonesia  

3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia  
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Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:  

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat  

Pegawai Negeri Sipil Pusat yang gajinya dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga 

Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi 

Negara, Instansi Vertikal di Daerah-daerah, dan Kepaniteraan Pengadilan. 

Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada Perusahaan Jawatan. 

Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada 

Daerah Otonom. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berdasarkan sesuatu 

Peraturan Perundang-undangan diperbantukan atau dipekerjaan pada 

badan lain, seperti Perusahaan Umum, Yayasan dan lain-lain. Pegawai 

Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas Negara lainnya, seperti 

Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan lain-lain. 

2. Pegawai Negeri Sipil Daerah  

Pegawai Negeri Sipil Daerah diangkat dan bekerja pada 

Pemerintahan  Daerah Otonom baik pada Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota  yang gajinya dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau 

dipekerjakan diluar instansi induknya. 

3. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 

Pegawai Negeri Sipil lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah, misalnya kepala-kepala Kelurahan dan Pegawai Negeri di 
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kantor sesuai dengan UU No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 

2.2.3 Pangkat dan Golongan Pegawai Negeri Sipil 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 30 Tahun 

2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Gaji Pegawai Negeri 

Sipil Bab I Pasal 1 dan 2, menjelaskan mengenai pangkat atau kedudukan 

yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian 

susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Serta nama 

dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil dari yang terendah sampai dengan 

tertinggi.  
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Tabel 2.1 Pangkat dan Golongan Pegawai Negeri Sipil 

No. Pangkat Golongan Ruang 

1. Juru Muda I A 

2. Juru Muda Tingkat 1 I B 

3. Juru I C 

4. Juru Tingkat 1 I D 

5. Pengatur Muda II A 

6. Pengatur Muda Tingkat 1 II B 

7. Pengatur II C 

8. Pengatur Tingkat 1 II D 

9. Penata Muda III A 

10. Penata Muda Tingkat 1 III B 

11. Penata III C 

12. Penata Tingkat 1 III D 

13. Pembina IV A 

14. Pembina Tingkat 1 IV B 

15. Pembina Utama Muda IV C 

16. Pembina Utama Madya IV D 

17. Pembina Utama IV E 
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2.3 SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN  

2.3.1 Definisi Sistem Akuntansi Penggajian   

Menurut Mulyadi (2013:373) mengemukakan bahwa sistem 

akuntansi penggajian adalah fungsi, dokumen, catatan, dan sistem 

pengendalian intern yang digunakan untuk kepentingan harga pokok produk 

dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja.   

2.3.2 Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian   

Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian adalah 

sebagai berikut:   

1. Fungsi Kepegawaian   

Bagian ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, 

menyeleksi calon karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji, 

mutasi karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, memberhentikan 

karyawan dan memonitoring status-status dalam penggajian.  

2. Fungsi Pencatat Waktu   

Bagian ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan waktu hadir 

bagi semua karyawan perusahaan atau instansi, sistem pengendalian intern 

yang baik mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir karyawan tidak 

boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi atau oleh fungsi pembuat daftar 

gaji dan upah.   
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3. Fungsi pembuat daftar gaji dan upah   

Bagian ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah 

yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan 

yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran 

gaji. daftar gaji diserahkan oleh pembuat daftar gaji kepada fungsi 

akuntansi guna pembuatan bukti kas keluar yang dipakai sebagai dasar 

untuk pembayaran gaji kepada pegawai.   

4. Fungsi akuntansi   

Bagian akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban 

yang timbul dalam hubunganya dengan pembayaran gaji karyawan. Fungsi 

akuntansi yang mengenai sistem akuntansi penggajian berada di tangan 

bagian utang, bagian kartu biaya dan bagian jurnal.    

a. Bagian utang   

Bagian ini memegang fungsi pencatat utang, bertanggung jawab 

atas pembayaran gaji seperti yang tercantum dalam daftar gaji dan 

menerbitkan bukti kas atas timbulnya gaji karyawan.  

b. Bagian kartu biaya   

Bagian ini memegang fungsi alat biaya, yang bertanggung jawab 

untuk mencatat distribusi biaya ke dalam kartu harga pokok produk dan 

kartu biaya berdasarkan rekap daftar gaji dan kartu jam kerja (untuk 

tenaga kerja langsung pabrik).  
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c. Bagian jurnal   

Bagian ini memegang fungsi pencatat jurnal, yang bertanggung 

jawab untuk mencatat biaya gaji dalam jurnal umum.   

5. Fungsi keuangan   

Bagian ini bertanggung jawab untuk mengisi cek tersebut ke bank, 

guna pembayaran gaji dan upah, lalu menguangkan atau mencairkan cek 

tersebut ke bank, uang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 

amplop gaji dan upah setiap karyawan dan buruh untuk selanjutnya 

dibagikan kepada yang berhak.   

2.3.3  Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian  

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi 

penggajian Mulyadi (2013:374) sebagai berikut:   

a. Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah   

Dokumen-dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi 

kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan 

karyawan, seperti misalnya surat keputusan pengangkatan karyawan baru, 

kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, penurunan pangkat, 

pemberhentian sementara dari pekerjaan (skorsing), pemindahan, dan lain 

sebagainya.  
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b. Kartu jam hadir   

Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat 

jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir karyawan ini 

dapat berupa daftar biasa, dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi 

dengan mesin pencatat waktu.   

c. Kartu jam kerja   

Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi 

oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. 

Dokumen ini diisi oleh mandor pabrik dan diserahkan ke fungsi pembuat 

daftar gaji dan upah untuk kemudian dibandingkan dengan kartu jam 

hadir, sebelum digunakan untuk distribusi biaya upah langsung kepada 

setiap jenis produk atau pesanan.  

d. Daftar gaji dan daftar upah   

Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan, 

dikurangi potongan-potongan berupa PPh Pasal 21, utang karyawan, 

iuran untuk organisasi karyawan, dan lain sebagainya.   

e. Rekap daftar gaji dan rekap daftar upah   

Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per-departemen, 

yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah.       
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f. Surat pernyataan gaji dan upah   

Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah 

bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan 

yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah.  

g. Amplop gaji dan upah   

Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan 

dalam amplop gaji dan upah. Di halaman muka amplop gaji dan upah 

setiap karyawan berisi informasi mengenai nama karyawan, nomor 

identifikasi karyawan dan jumlah gaji bersih yang diterima karyawan 

dalam bulan tertentu.   

h. Bukti kas keluar   

Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat 

oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan, berdasarkan informasi 

dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji 

dan upah. 

2.3.4 Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian  

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian 

Mulyadi (2013:382) sebagai berikut:  
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a. Jurnal umum   

Dalam pencatatan gaji dan upah ini jurnal umum digunakan untuk 

mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen dalam 

perusahaan.  

b. Kartu harga pokok produk   

Catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung 

yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu.   

c. Kartu biaya   

Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak 

langsung dan biaya tenaga kerja nonproduksi setiap departemen dalam 

perusahaan. 

d. Kartu penghasilan karyawan   

Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai 

potongannya yang diterima oleh setiap karyawan. Informasi dalam kartu 

penghasilan ini dipakai sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 yang 

menjadi beban setiap karyawan. Selain itu, kartu penghasilan karyawan 

ini digunakan sebagai tanda terima gaji dan upah karyawan  dengan di 

tandatanganinya kartu tersebut oleh karyawan yang  bersangkutan. 

Dengan tanda tangan pada kartu penghasilan karyawan ini, setiap 

karyawan hanya mengetahui gajinya sendiri, sehingga penghasilan 

karyawan tertentu tidak diketahui oleh karyawan yang lain.
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BAB III 

ANALISIS DESKRIPTIF 

3.1 Data Umum 

3.1.1 Profil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 3 Tahun 2004, tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa hal 

tersebut perlu disesuaikan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip 

pembentukan perangkat daerah antara lain urusan yang dimiliki, 

karakteristik, potensi, kebutuhan, kemampuan serta visi dan misi daerah.  

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan 

Peraturan Daerah tersebut maka dibentuklah Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah  di bidang 

ketenagakerjaan dan transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas  yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.  
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3.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi  

1. Tugas Pokok 

Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang ketenagakerjaan 

dan transmigrasi, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang 

diberikan oleh Pemerintah. 

2.  Fungsi  

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta 

mempunyai fungsi-fungsi dalam meleksanakan tugas pokok yang diberikan 

oleh pemerintah diantaranya, sebagai berikut : 

a) Penyusunan program dan pengendalian di bidang ketenagakerjaan dan 

transmigrasi. 

b) Perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. 

c) Pengelolaan penempatan tenaga kerja, pasar kerja. 

d) Pelaksanaan pembinaan kelembagaan penempatan dan pasar kerja dan 

lembaga latihan. 

e) Pelaksanaan sertifikasi dan standarisasi kompetensi. 

f) Pengelolaan pemagangan. 

g) Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. 

h) Pemberian fasilitasi hubungan industrial, pengupahan, kesejahteraan, 

tenaga kerja dan purna kerja. 

i) Pengelolaan transmigrasi. 
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j) Pelaksanaan koordinasi perijinan bidang ketenagakerjaan dan 

transmigrasi. 

k) Pemberian fasilitasi penyelenggaraan ketenagakerjaan dan transmigrasi 

Kabupaten/Kota. 

l) Pemberian pelayanan umum bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. 

m) Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang tenaga kerja dan 

transmigrasi. 

n) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan. 

o) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi 

dan tugasnya. 

3.1.3 Visi dan Misi 

1. Visi 

Dengan memperhatikan visi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta serta guna mengatasi berbagai permasalahan Ketenagakerjaan 

dan Ketransmigrasian yang ada serta guna mengatasi segenap kemungkinan 

munculnya berbagai permasalahan dan perkembangan yang ada, maka visi 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

telah ditetapkan dengan resmi yaitu : "Terwujudnya Tenaga Kerja yang 

berdaya saing tinggi, berkarakter, berbudaya, mandiri, sejahtera, terlindungi 

dan produktif, serta terwujudnya mobilitas penduduk yang sesuai kebutuhan 

potensi daerah." 
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Dengan visi diatas, kedepan sangat diharapkan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat lebih banyak 

berperan dalam memberikan kesempatan dan mendorong kepada dunia usaha 

dan masyarakat melalui regulasi, fasilitasi dan publik service, agar mereka 

mampu mengembangkan usaha, kreativitas dan inovasinya untuk 

mewujudkan kesejahteraan bersama. 

2. Misi 

Guna mewujudkan visi diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan misinya sebagai 

berikut : 

a) Mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing.  

b) Menurunkan jumlah pengangguran.  

c) Meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan.  

d) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan transmigrasi.  

  



27 
 

 
 

3.1.4 Struktur Organisasi 

 

Struktur Organisasi 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Daerah Istimewa Yogyakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY 

Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi 
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Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari : 

a. Kepala Dinas 

Kepala dinas mempunyai tugas yaitu memimpin pelaksanaan tugas 

pengelolaan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, kewenangan 

dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah agar 

tugas bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dapat secara optimal untuk 

mendukung tugas-tugas Pemerintah dan Pembangunan Daerah. 

b. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, 

penyusunan program, pengelolaan data dan informasi, monitoring dan evaluasi 

program serta laporan kinerja dinas. Sekretariat, terdiri dari : 

1. Subbagian Umum 

Subbagian umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, 

kerumahtanggaan, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tata 

laksana Dinas. 

2. Subbagian Keuangan 

Subbagian keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Dinas.  

3. Subbagian Program dan Informasi 

Subbagian program dan informasi mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan program, pengelolaan data dan informasi, fasilitasi promosi dan 
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kerjasama, pemantauan, evaluasi program ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian serta laporan kinerja Dinas. 

c. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja 

Bidang penempatan dan perluasan kerja mempunyai tugas fasilitasi 

penempatan tenaga kerja, tenaga kerja asing, perluasan kesempatan kerja, 

membina tenaga kerja sektor informal, membina lembaga bursa kerja, dan  

mengembangkan pasar kerja serta melaksanakan analisis jabatan dan bimbingan 

jabatan. Bidang penempatan dan perluasan kerja, terdiri dari: 

1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja. 

2. Seksi Perluasan Kerja. 

3. Seksi Pembinaan Kelembagaan, Penempatan dan Pasar Kerja. 

d. Bidang  Pembinaan Pelatihan, Sertifikasi dan Pemagangan  

Bidang pembinaan pelatihan, sertifikasi dan pemagangan mempunyai 

tugas mengembangkan standarisasi kompetensi, melaksanakan sertifikasi 

kompetensi, dan membina lembaga pelatihan kerja serta membina dan 

mengembangkan pemagangan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri. 

Bidang pembinaan pelatihan, sertifikasi dan pemagangan, terdiri dari : 

1. Seksi Sertifikasi dan Standarisasi Kompetensi. 

2. Seksi Pembinaan Lembaga Latihan. 

3. Seksi Pemagangan. 
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e. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Bidang hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja mempunyai 

tugas menyelenggarakan pembinaan hubungan industrial, pengupahan, jaminan 

sosial, kesejahteraan, purna kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta 

pengawasan norma-norma ketenagakerjaan. Bidang hubungan industrial dan 

perlindungan tenaga kerja, terdiri dari : 

1. Seksi Hubungan Industrial. 

2. Seksi Pengupahan, Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Purna Kerja. 

3. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan. 

f. Bidang  Transmigrasi  

Bidang transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan 

ketransmigrasian. Bidang transmigrasi, terdiri dari : 

1. Seksi Seleksi dan Perpindahan. 

2. Seksi Kesehatan dan Pembekalan.  

3. Seksi Penerangan, Motivasi, dan Pemberdayaan Transmigrasi. 

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), terdiri dari :  

a. Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas  

Balai latihan kerja dan pengembangan produktivitas mempunyai tugas  

melaksanakan sebagian tugas dinas sebagai pelaksana teknis operasional di 

bidang pelatihan kerja, manajemen, pengukuran dan pengembangan 

produktivitas tenaga kerja. 
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b. Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja   

 

Balai hiperkes dan keselamatan kerja mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas dinas sebagai pelaksana teknis operasional di bidang higiene 

perusahaan, penyerasian antara pekerja dengan lingkungan kerja (ergonomi), 

kesehatan gizi kerja, dan keselamatan kerja. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional  

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 

teknis di bidang keahliannya masing-masing.  

3.2 Data Khusus  

3.2.1 Perhitungan Gaji Induk Pegawai Negeri Sipil di Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta 

1. Deskripsi Kegiatan    

Pembayaran gaji induk kepada pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan salah satu bentuk 

pengeluaran yang diakui sebagai belanja. Menurut Permendagri No. 59 

Tahun 2007 tentang “Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah” belanja 

adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai 

kekayaan bersih. Belanja dibedakan menjadi dua yaitu, belanja langsung dan 

belanja tidak langsung. Belanja langsung dibagi menjadi belanja pegawai, 

belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sedangkan, belanja tidak 

langsung dibagi menjadi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan 

sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. 
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Menurut belanja langsung, belanja pegawai merupakan belanja yang 

dikeluarkan untuk pengeluaran honor atau honorarium dalam melaksanakan 

program dan kegiatan pemerintah daerah, sedangkan menurut belanja tidak 

langsung,  belanja pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk gaji dan 

tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.    

Gaji pegawai termasuk dalam belanja tidak langsung, yang terdiri dari gaji 

pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yaitu, tunjangan keluarga, 

tunjangan umum, tunjangan struktural dan fungsional, tunjangan beras, serta 

tunjangan pajak penghasilan.  

2. Informasi yang Diperlukan 

Informasi yang diperlukan dalam penggajian Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu :  

1. Jumlah belanja gaji yang dibayarkan selama periode akuntansi tertentu.  

2. Jumlah gaji yang diterima setiap pegawai, setelah dilakukan potongan 

selama periode akuntansi tertentu. Berupa potongan beras, iuran wajib 

pegawai, pajak penghasilan dan potongan lain-lain.  

3. Rincian unsur belanja gaji selama periode akuntansi tertentu. Unsur 

belanja gaji terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan umum, 

tunjangan jabatan struktural dan fungsional, dan tunjangan beras. 
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3. Dokumen yang Digunakan    

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penggajian Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai 

berikut :  

1. Dokumen pendukung perubahan gaji  

a. SK Kenaikan Pangkat (SKKP) 

Surat Keterangan Kenaikan Pangkat merupakan perubahan 

kenaikan golongan terendah menjadi golongan tertinggi, serta 

perubahan gaji pokok menyesuaikan dengan kenaikan golongan yang 

terbaru dan Surat Keterangan Kenaikan Pangkat telah dibuat oleh 

pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Surat Keterangan Kenaikan Pangkat tersebut menjadi salah satu dasar 

atas perhitungan gaji induk pegawai negeri sipil. Surat Keterangan 

Kenaikan Pangkat dapat dilihat pada Lampiran 3. 

b. SK Kenaikan Gaji Berkala (SKKGB)  

Surat Keterangan Kenaikan Gaji Berkala merupakan perubahan 

gaji pokok lama menjadi gaji pokok baru yang telah dibuat oleh 

pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Surat Keterangan Kenaikan Gaji Berkala tersebut menjadi salah satu 

dasar atas perhitungan gaji induk pegawai negeri sipil. Surat 

Keterangan Kenaikan Gaji Berkala dapat dilihat pada Lampiran 4. 
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2. Daftar Gaji   

Daftar gaji merupakan dokumen yang berisi jumlah gaji setiap 

pegawai, ditambah dengan tunjangan-tunjangan dan dikurangi 

potongan-potongan.  

3. Konsep Gaji atau daftar gaji bulan lalu yang telah diubah   

Konsep gaji merupakan data-data pegawai mulai dari nama-nama 

pegawai dan jabatan pegawai yang berhubungan dengan Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dari golongan 

tertinggi hingga golongan terendah yang masih dalam bentuk konsep. 

Konsep gaji berupa daftar gaji bulan lalu yang berisi perubahan jika ada 

kenaikan pangkat atau gaji berkala yang sesuai dengan SK Kenaikan 

Pangkat (SKKP) dan SK Kenaikan Gaji  Berkala (SKKGB). Bentuk 

dari konsep gaji, berupa daftar gaji bulan lalu yang telah ada perubahan 

mengenai golongan, status keluarga dan jumlah pegawai. Lebih lanjut, 

konsep gaji dapat dilihat pada Lampiran 5. 

4. Surat kelengkapan untuk pencairan gaji  

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)  Menurut Permendagri No. 55 

Tahun 2008 tentang “Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya” 

adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung 

jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk 

mengajukan permintaan pembayaran. Surat Permintaan Pembayaran 
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(SPP) di bagi menjadi SPP Tambahan Uang (TU), SPP Ganti Uang 

(GU), SPP Uang Persediaan (UP), dan SPP Langsung (LS). Gaji dan 

tunjangan masuk dalam SPP LS, untuk membuat SPP LS 

membutuhkan dokumen dukungan, yaitu salinan Surat Penyediaan 

Dana (SPD) yang dibuat oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang 

nantinya untuk membantu dalam memverifikasi, draft surat 

pernyataan pengguna anggaran, dan daftar gaji. Lebih lanjut, Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP) dapat dilihat pada Lampiran 6. 

b. Surat Perintah Membayar (SPM)  Menurut Permendagri No. 55 

Tahun 2008 adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh 

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan 

SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD. Nama lain pengguna 

anggaran jika di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah 

Istimewa Yogyakarta adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Surat Perintah 

Membayar (SPM) sama dengan Surat Permintaan Pembayaran 

(SPP) yang dibagi menjadi empat antara lain SPM Ganti Uang (GU), 

SPM Uang Persediaan (UP), SPM Tambahan Uang (TU), dan SPM 

Langsung (LS). Gaji dan tunjangan masuk pada SPM LS, untuk 

menerbitkan SPM LS dibutuhkannya Surat Permintaan Pembayaran 

Langsung (SPP LS) dan beserta kelengkapannya. Lebih lanjut, Surat 

Perintah Membayar (SPM) dapat dilihat pada Lampiran 7. 
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c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  Menurut Permendagri No. 

55 Tahun 2008 adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar 

pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah 

berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM). Penerbitan Surat 

Perintah Pencairan Dana (SP2D) hanya untuk satu Surat Perintah 

Membayar (SPM) saja. Lebih lanjut, Surat Perintah Pencairan Dana 

(SP2D) dapat dilihat pada Lampiran 8. 

4. Catatan Akuntansi yang Digunakan    

Catatan akuntansi pada perhitungan gaji induk pegawai negeri sipil 

di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta 

merupakan proses pencatatan SP2D Langsung (LS) ke dalam buku kas 

umum penerimaan atau pengeluaran dan buku pembantu yang terkait. 

Pencatatan dimulai setelah menerima SP2D Langsung (LS) dari BUD 

(Bendahara Umum Daerah)/Kuasa BUD. Maka, catatan akuntansi yang 

berhubungan dengan pengeluaran untuk penggajian dan tunjangan pegawai 

akan dicatat pada buku kas umum dan buku pembantu. Berikut adalah 

catatan akuntansi yang digunakan pada Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu :    

a. Buku Kas Umum   

Buku kas umum mencakup semua transaksi yang terjadi 

penerimaan maupun pengeluaran. Lebih lanjut, buku kas umum dapat 

dilihat pada Lampiran 9. 

  



37 
 

 
 

b. Buku Pembantu  

Buku pembantu yang digunakan adalah buku pembantu rincian 

obyek belanja yang digunakan untuk mencatat semua belanja-belanja 

yang dilakukan oleh  bendahara pengeluaran. Lebih lanjut, buku 

pembantu dapat dilihat pada Lampiran 10. 

5. Perhitungan Gaji Induk Pegawai Negeri Sipil  

Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan Surat Keterangan Kenaikan 

Gaji Berkala pada bulan Maret 2016 diantaranya, sebagai berikut : 

a. Sriyati, S.Pd. MM. (Golongan IV a)  

Gaji pokok lama sebesar Rp. 3.968.300,-  menjadi Gaji pokok baru sebesar 

Rp. 4.339.000,-. Gaji pokok baru tersebut yang diperhitungkan dalam gaji 

induk pegawai negeri sipil. 

b. Drs. Heru Pranawa (Golongan III d) 

Gaji pokok lama sebesar Rp. 3.482.100,-  menjadi Gaji pokok baru sebesar 

Rp. 4.035.800,-. Gaji pokok baru tersebut yang diperhitungkan dalam gaji 

induk pegawai negeri sipil. 

c. Widada (Golongan II d) 

Gaji pokok lama sebesar Rp. 2.668.200,-  menjadi Gaji pokok baru sebesar 

Rp. 2.752.300,-. Gaji pokok baru tersebut yang diperhitungkan dalam gaji 

induk pegawai negeri sipil. 
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d. Slamet (Golongan I a) 

Gaji pokok lama sebesar Rp. 1.497.700,-  menjadi Gaji pokok baru sebesar 

Rp. 1.735.900,-. Gaji pokok baru tersebut yang diperhitungkan dalam gaji 

induk pegawai negeri sipil. Lebih lanjut, perhitungan gaji induk pegawai 

negeri sipil dapat dilihat pada halaman 39.  
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a.1 

 

PERHITUNGAN GAJI INDUK PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

N A M  A : SRIYATI. SPd. MM  

N  I  P. : 19650925 198803 2 006  

Tgl. Lahir : 25 - 09 - 1965    

Golongan : IV/a    

      

PENGHASILAN :      

Gaji Pokok :  Rp 4.339.000    (a) 

Tunjangan Istri / 

Suami 
:  Rp    433.900    (b) 

Tunjangan Anak :  Rp      86.780    (c) 

Tunjangan Jabatan :  Rp 1.260.000    (d) 

Tunjangan 

Fungsional 
:  Rp                -    (e) 

Tunjangan Umum :  Rp                -    (f) 

Tunjangan PPh :  Rp    114.462    (g) 

Tunjangan Beras :  Rp    217.260    (h) 

Pembulatan :  Rp             28  +  (i) 

Jumlah Penerimaan 

Kotor 

 :  Rp 6.451.430   

      

POTONGAN-POTONGAN :    

P  F  K    10 % :  Rp    485.968    (j) 

Pembelian Beras :  Rp                -     

PPh :  Rp    114.462     

Iuran Perumahan :  Rp      10.000  +  (k) 

Jumlah Potongan   :  Rp    610.430  - 

Penerimaan Gaji 

Bersih  

  :  Rp 5.841.000   
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Keterangan  :     

(a) : Berdasarkan Pangkat dan Golongan   (k) : Peraturan Menteri 

(b) : Perhitungan di a.3    Pekerjaan Umum dan  

(c) : Perhitungan di a.3    Perumahan Rakyat RI 

(d) : Peraturan Presiden RI No 26, 2007    

(e) : Peraturan Presiden RI No 51, 2007    

(f)  : Peraturan Presiden RI No 12, 2006    

(g) : Perhitungan di a.2      

(h) : Perhitungan di a.3      

(i)  : Perhitungan di a.3      

(j)  : 10% X Gaji pokok + Tunj. Keluarga    
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a.2 

(g) Perhitungan Tunjangan Pajak untuk PNS   

NAMA : SRIYATI. SPd. MM 

Status : K/1  -  1/1/3   

PENGHASILAN :     

Gaji Pokok :  Rp    4.339.000    

Tunjangan Istri / Suami :  Rp       433.900    

Tunjangan Anak :  Rp         86.780    

   Jumlah  I   Rp 4.859.680  

Tunjangan Jabatan   :  Rp    1.260.000  

Tunjangan Fungsional   :  Rp                   -  

Tunjangan Umum   :  Rp                   -  

Tunjangan Beras   :  Rp       217.260  

Pembulatan   :  Rp                28  

   Jumlah  II    Rp    6.336.968  

POTONGAN-POTONGAN :     

Tunj Jabt : (∑ II X 5%) :  Rp       316.848    

Tunj. Pensiun : (∑ I X 4.75%) :  Rp       230.835  +  

  Jumlah Potongan :  Rp     547.683  

   Jumlah  III  :  Rp    5.789.285  

      

 

 

    

  Dibulatkan dalam ribuan rupiah  

             

27.471.000  

  PPh 21  (1 tahun)  

               

1.373.550  

  PPh 21  (1 bulan)  

             

114.462,50  

  Dibulatkan    Rp  114.462  

 

    

 

  

Jumlah 1 Tahun   Rp        69.471.418  

PTKP    Rp        42.000.000  

   Rp        27.471.418  
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a.3 

N A M  A : SRIYATI. SPd. MM 

N  I  P. : 19650925 198803 2 006 

Tgl. Lahir : 25 - 09 – 1965  

Golongan : IV/a  

Status : K/1  -  1/1/3  

(b) Perhitungan Tunjangan Istri/Suami  

Tunjangan Istri/Suami  : Gaji Pokok  x 10%  

   Rp 4.339.000 x 10%   

   Rp           433.900   

(c) Perhitungan 

Tunjangan Anak   

Tunjangan Anak : Gaji Pokok x 2% 

  Rp 4.339.000 x 2% 

   Rp             86.780  

(h) Perhitungan Tunjangan 

Beras    

Tunjangan Beras : Jumlah Jiwa x 10 kg x Rp. 7.242,00 

  3 x 10 kg x Rp. 7.242,00  

   Rp           217.260    

(i) Perhitungan Pembulatan   

Gaji Pokok :  Rp        4.339.000  

Tunjangan Istri/Suami :  Rp           433.900  

Tunjangan Anak :  Rp             86.780  

Total :  Rp        4.859.680  

Tunjangan Beras :  Rp           217.260  

   Rp        5.076.940  

Iuran Wajib Pajak (10%) :  Rp           485.968  

 :  Rp        4.590.972  

Dibulatkan dalam ribuan 

rupiah   Rp        4.591.000  

Pembulatan                 28 
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b.1 

 

PERHITUNGAN GAJI INDUK PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

N A M  A : Drs. HERU PRANAWA 

N  I  P. : 19620106 199203 1 007 

Tgl. Lahir : 06- 01- 1962   

Golongan : III/d   

PENGHASILAN :      

Gaji Pokok :  Rp 4.035.800    (a) 

Tunjangan Istri / 

Suami :  Rp    403.580    (b) 

Tunjangan Anak :  Rp    161.432    (c) 

Tunjangan Jabatan :  Rp    540.000    (d) 

Tunjangan 

Fungsional :  Rp                -    (e) 

Tunjangan Umum :  Rp                -    (f) 

Tunjangan PPh :  Rp      59.525    (g) 

Tunjangan Beras :  Rp    289.680    (h) 

Pembulatan :  Rp             89  +  (i) 

Jumlah Penerimaan Kotor  :  Rp     5.490.106   

POTONGAN-POTONGAN :    

P  F  K    10 % :  Rp    460.081    (j) 

Pembelian Beras :  Rp                -     

PPh :  Rp      59.525     

Iuran Perumahan :  Rp        7.000  +  (k) 

Jumlah Potongan   :  Rp        526.606  - 

Penerimaan Gaji 

Bersih    :  Rp    4.963.500   
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Keterangan  :     

(a) : Berdasarkan Pangkat dan Golongan   (k) : Peraturan Menteri 

(b) : Perhitungan di b.3    Pekerjaan Umum dan  

(c) : Perhitungan di b.3    Perumahan Rakyat RI 

(d) : Peraturan Presiden RI No 26, 2007    

(e) : Peraturan Presiden RI No 51, 2007    

(f)  : Peraturan Presiden RI No 12, 2006    

(g) : Perhitungan di b.2      

(h) : Perhitungan di b.3      

(i)  : Perhitungan di b.3      

(j)  : 10% X Gaji pokok + Tunj. Keluarga    
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b.2 

 (g) Perhitungan Tunjangan Pajak untuk PNS 

N A M  A : Drs. HERU PRANAWA 

Status : K/2  -  1/2/4   

PENGHASILAN :     

Gaji Pokok :  Rp4.035.800    

Tunjangan Istri / Suami :  Rp   403.580    

Tunjangan Anak :  Rp   161.432    

   Jumlah  I    Rp      4.600.812  

Tunjangan Jabatan   :  Rp         540.000  

Tunjangan Fungsional   :  Rp                    -  

Tunjangan Umum   :  Rp                    -  

Tunjangan Beras   :  Rp         289.680  

Pembulatan   :  Rp                  89  

   Jumlah  II    Rp      5.430.581  

POTONGAN-POTONGAN :     

Tunj Jabt : (∑ II X 5%) :  Rp   271.529    

Tunj. Pensiun : (∑ I X 4.75%) :  Rp   218.539  +  

  Jumlah Potongan :  Rp         490.068  

   Jumlah  III  :  Rp     4.940.513  

    

  

  Dibulatkan dalam ribuan rupiah           14.286.000  

  PPh 21  (1 tahun)                714.300  

  PPh 21  (1 bulan)             59.525,00  

  Dibulatkan    Rp     59.525  
 

  

Jumlah 1 Tahun   Rp    59.286.161  

PTKP    Rp    45.000.000  

   Rp    14.286.161  
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b.3 

N A M  A : Drs. HERU PRANAWA 

N  I  P. : 19620106 199203 1 007 

Tgl. Lahir : 06- 01- 1962  

Golongan : III/d  

Status : K/2  -  1/2/4  

(b) Perhitungan Tunjangan 

Istri/Suami   

Tunjangan Istri/Suami  : Gaji Pokok  x 10% 

   Rp 4.035.800 x 10%  

   Rp   403.580   

(c) Perhitungan Tunjangan 

Anak     

Tunjangan Anak : Gaji Pokok x 2% 

  Rp 4.035.800 x 4% 

   Rp   161.432   

(h) Perhitungan Tunjangan 

Beras     

Tunjangan Beras : Jumlah Jiwa x 10 kg x Rp. 7.242,00 

  4 x 10 kg x Rp. 7.242,00  

   Rp   289.680    

(i) Perhitungan Pembulatan    

Gaji Pokok :  Rp4.035.800   

Tunjangan Istri/Suami :  Rp   403.580   

Tunjangan Anak :  Rp   161.432   

Total :  Rp4.600.812   

Tunjangan Beras :  Rp   289.680  + 

   Rp4.890.492   

Iuran Wajib Pajak (10%) :  Rp   460.081  - 

 :  Rp4.430.411   

Dibulatkan dalam ribuan 

rupiah   Rp4.430.500   

Pembulatan  89  
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c.1 

PERHITUNGAN GAJI INDUK PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

N A M  A : WIDADA   

N  I  P. : 19640708 199809 1 001 

Tgl. Lahir : 08-07-1964   

Golongan : II/d   

PENGHASILAN :      

Gaji Pokok :  Rp 2.752.300    (a) 

Tunjangan Istri / Suami :  Rp    275.230    (b) 

Tunjangan Anak :  Rp    110.092    (c) 

Tunjangan Jabatan :  Rp                -    (d) 

Tunjangan Fungsional :  Rp                -    (e) 

Tunjangan Umum :  Rp    180.000    (f) 

Tunjangan PPh :  Rp                -    (g) 

Tunjangan Beras :  Rp    289.680    (h) 

Pembulatan :  Rp             60  +  (i) 

Jumlah Penerimaan 

Kotor   :  Rp 3.607.362   

POTONGAN-POTONGAN 

:     

P  F  K    10 % :  Rp    313.762    (j) 

Pembelian Beras :  Rp                -     

PPh :  Rp                -     

Iuran Perumahan :  Rp        5.000  +  (k) 

Jumlah Potongan   :  Rp    318.762  - 

Penerimaan Gaji Bersih    :  Rp 3.288.600   
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Keterangan  :     

(a) : Berdasarkan Pangkat dan Golongan   

(k) : Peraturan 

Menteri 

(b) : Perhitungan di c.2    Pekerjaan Umum dan  

(c) : Perhitungan di c.2    Perumahan Rakyat RI 

(d) : Peraturan Presiden RI No 26, 2007    

(e) : Peraturan Presiden RI No 51, 2007    

(f)  : Peraturan Presiden RI No 12, 2006    

(g) : -      

(h) : Perhitungan di c.2      

(i)  : Perhitungan di c.2      

(j)  : 10% X Gaji pokok + Tunj. Keluarga    

 

  



49 
 

 
 

c.2 

N A M  A : WIDADA   

N  I  P. : 19640708 199809 1 001 

Tgl. Lahir : 08-07-1964   

Golongan : II/d   

Status : K/2 - 1/2/4   

(b) Perhitungan Tunjangan Istri/Suami   

Tunjangan Istri/Suami  : Gaji Pokok  x 10%  

   Rp 2.752.300 x 10%  

   Rp    275.230    

(c) Perhitungan Tunjangan 

Anak    

Tunjangan Anak : Gaji Pokok x 2% 

  Rp 2.752.300 x 4% 

   Rp    110.092   

(h) Perhitungan Tunjangan 

Beras    

Tunjangan Beras : Jumlah Jiwa x 10 kg x Rp. 7.242,00 

  4 x 10 kg x Rp. 7.242,00 

   Rp    289.680    

(i) Perhitungan 

Pembulatan    

Gaji Pokok :  Rp 2.752.300   

Tunjangan Istri/Suami :  Rp    275.230   

Tunjangan Anak :  Rp    110.092   

Total :  Rp 3.137.622   

Tunjangan Beras :  Rp    289.680  + 

   Rp 3.427.302   

Iuran Wajib Pajak (10%) :  Rp    313.762  - 

 :  Rp 3.113.540   

Dibulatkan dalam ribuan 

rupiah  Rp 3.113.600   

Pembulatan                 60  
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d.1 

PERHITUNGAN GAJI INDUK PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

N A M  A : SLAMET   

N  I  P. : 19660504 201212 1 001 

Tgl. Lahir : 04-05-1966   

Golongan : I/a   

PENGHASILAN :      

Gaji Pokok :  Rp 1.735.900    (a) 

Tunjangan Istri / 

Suami :  Rp    173.590    (b) 

Tunjangan Anak :  Rp                -    (c) 

Tunjangan Jabatan :  Rp                -    (d) 

Tunjangan 

Fungsional :       Rp                -    (e) 

Tunjangan Umum :  Rp    175.000    (f) 

Tunjangan PPh :  Rp                -    (g) 

Tunjangan Beras :  Rp    144.840    (h) 

Pembulatan :  Rp             19  +  (i) 

Jumlah Penerimaan Kotor  :  Rp     2.229.349   

POTONGAN-POTONGAN :    

P  F  K    10 % :  Rp    190.949    (j) 

Pembelian Beras :  Rp                -     

PPh :  Rp                -     

Iuran Perumahan :  Rp        3.000  +  (k) 

Jumlah Potongan   :  Rp        193.949  - 

Penerimaan Gaji 

Bersih    :  Rp    2.035.400   
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Keterangan  :     

(a) : Berdasarkan Pangkat dan Golongan   (k) : Peraturan Menteri 

(b) : Perhitungan di d.2    Pekerjaan Umum dan  

(c) : Perhitungan di d.2    Perumahan Rakyat RI 

(d) : Peraturan Presiden RI No 26, 2007    

(e) : Peraturan Presiden RI No 51, 2007    

(f)  : Peraturan Presiden RI No 12, 2006    

(g) : -      

(h) : Perhitungan di d.2      

(i)  : Perhitungan di d.2      

(j)  : 10% X Gaji pokok + Tunj. Keluarga    
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d.2 

N A M  A : SLAMET  

N  I  P. : 19660504 201212 1 001 

Tgl. Lahir : 04-05-1966  

Golongan : I/a  

Status : K/0  -  1/0/2  

(b) Perhitungan Tunjangan 

Istri/Suami   

Tunjangan Istri/Suami  : Gaji Pokok  x 10% 

   Rp 1.735.900 x 10%  

   Rp   173.590   

(c) Perhitungan Tunjangan 

Anak    

Tunjangan Anak : Gaji Pokok x 2% 

(h) Perhitungan Tunjangan 

Beras     

Tunjangan Beras : Jumlah Jiwa x 10 kg x Rp. 7.242,00 

  2 x 10 kg x Rp. 7.242,00  

   Rp   144.840    

(i) Perhitungan Pembulatan    

Gaji Pokok :  Rp1.735.900   

Tunjangan Istri/Suami :  Rp   173.590   

Tunjangan Anak :  Rp               -   

Total :  Rp1.909.490   

Tunjangan Beras :  Rp   144.840  + 

   Rp2.054.330   

Iuran Wajib Pajak (10%) :  Rp   190.949  - 

 :  Rp1.863.381   

Dibulatkan dalam ribuan 

rupiah   Rp1.863.400   

Pembulatan  19  
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Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan Surat Keterangan Kenaikan Pangkat 

pada bulan April 2016 diantaranya, sebagai berikut : 

a. Berdasarkan Surat Keterangan Kenaikan Pangkat, menetapkan : 

Nama    : Sutiyana  

NIP    : 196303081988101001 

Pangkat    : Penata Muda 

Gol. Ruang Lama  : III/a 

Masa Kerja Gol  : 19 tahun 6 bulan 

Gaji Pokok    : Rp. 3.247.500,- 

Terhitung mulai tanggal 01 April 2016 diangkat dalam pangkat Penata Muda 

Tk.1, Golongan ruang III/b dengan masa kerja golongan 19 tahun 6 bulan dan 

diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.384.900,-. Gaji pokok baru tersebut yang 

diperhitungkan dalam gaji induk pegawai negeri sipil.  

b. Berdasarkan Surat Keterangan Kenaikan Pangkat, menetapkan : 

Nama    : Jaka Supriyanto 

NIP    : 197707242008011012 

Pangkat    : Pengatur Muda Tk.1 

Gol. Ruang Lama  : II/b 

Masa Kerja Gol  : 14 tahun 3 bulan 

Gaji Pokok    : Rp. 2.456.000,- 

Terhitung mulai tanggal 01 April 2016 diangkat dalam pangkat Pengatur, 

Golongan ruang II/c dengan masa kerja golongan 14 tahun 3 bulan dan diberikan 

gaji pokok sebesar Rp. 2.559.900,-. Gaji pokok baru tersebut yang 
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diperhitungkan dalam gaji induk pegawai negeri sipil. Lebih lanjut, perhitungan 

gaji induk pegawai negeri sipil dapat dilihat pada halaman 51.   
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a.1 

 

PERHITUNGAN GAJI INDUK PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

N A M  A : SUTIYANA   

N  I  P. : 19630308 198810 1 001 

Tgl. Lahir : 08-03-1963   

Golongan : III/b   

PENGHASILAN :      

Gaji Pokok :  Rp 3.384.900    (a) 

Tunjangan Istri / 

Suami :  Rp    338.490    (b) 

Tunjangan Anak :  Rp      67.698    (c) 

Tunjangan Jabatan :  Rp                -    (d) 

Tunjangan 

Fungsional :       Rp                -    (e) 

Tunjangan Umum :  Rp    185.000    (f) 

Tunjangan PPh :  Rp      15.179    (g) 

Tunjangan Beras :  Rp    217.260    (h) 

Pembulatan :  Rp             61  +  (i) 

Jumlah Penerimaan Kotor  :  Rp     4.208.588   

POTONGAN-POTONGAN :    

P  F  K    10 % :  Rp    379.109    (j) 

Pembelian Beras :  Rp                -     

PPh :  Rp      15.179     

Iuran Perumahan :  Rp        7.000  +  (k) 

Jumlah Potongan   :  Rp        401.288  - 

Penerimaan Gaji 

Bersih    :  Rp    3.807.300   
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Keterangan  :     

(a) : Berdasarkan Pangkat dan Golongan   (k) : Peraturan Menteri 

(b) : Perhitungan di d.2    Pekerjaan Umum dan  

(c) : Perhitungan di d.2    Perumahan Rakyat RI 

(d) : Peraturan Presiden RI No 26, 2007    

(e) : Peraturan Presiden RI No 51, 2007    

(f)  : Peraturan Presiden RI No 12, 2006    

(g) : -      

(h) : Perhitungan di d.2      

(i)  : Perhitungan di d.2      

(j)  : 10% X Gaji pokok + Tunj. Keluarga    
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a.2 

 (g) Perhitungan Tunjangan Pajak untuk PNS 

N A M  A : SUTIYANA 

Status : K/1  -  1/1/3 

PENGHASILAN :     

Gaji Pokok :  Rp 3.384.900    

Tunjangan Istri / 

Suami :  Rp    338.490    

Tunjangan Anak :  Rp      67.698    

   Jumlah  I    Rp   3.791.088  

Tunjangan Jabatan   :  Rp                 -  

Tunjangan Fungsional   :  Rp                 -  

Tunjangan Umum   :  Rp      185.000  

Tunjangan Beras   :  Rp      217.260  

Pembulatan   :  Rp               61  

   Jumlah  II    Rp   4.193.409  

POTONGAN-POTONGAN :    

Tunj Jabt : (∑ II X 5%) :  Rp    209.670     

Tunj. Pensiun : (∑ I X 

4.75%) :  Rp    180.077  +   

  

Jumlah 

Potongan :  Rp      389.747  - 

   Jumlah  III  :  Rp  3.803.662   

    

  

 

  Dibulatkan dalam ribuan rupiah          3.643.000  

  PPh 21  (1 tahun)             182.150  

  PPh 21  (1 bulan)          15.179,17  

  Dibulatkan    Rp       15.179  
 

  

Jumlah 1 Tahun   Rp 45.643.942  

PTKP    Rp 42.000.000  

   Rp   3.643.942  
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a.3 

N A M  A : SUTIYANA  

N  I  P. : 19630308 198810 1 001 

Tgl. Lahir : 08-03-1963  

Golongan : III/b  

Status : K/1  -  1/1/3  

(b) Perhitungan Tunjangan 

Istri/Suami   

Tunjangan Istri/Suami  : Gaji Pokok  x 10%  

   Rp 3.384.900 x 10%  

   Rp         338.490   

(c) Perhitungan Tunjangan 

Anak    

Tunjangan Anak : Gaji Pokok x 2% 

  Rp 3.384.900 x 2% 

   Rp           67.698  

(h) Perhitungan Tunjangan 

Beras     

Tunjangan Beras : Jumlah Jiwa x 10 kg x Rp. 7.242,00 

  3 x 10 kg x Rp. 7.242,00  

   Rp         217.260    

(i) Perhitungan Pembulatan    

Gaji Pokok :  Rp      3.384.900   

Tunjangan Istri/Suami :  Rp         338.490   

Tunjangan Anak :  Rp           67.698   

Total :  Rp      3.791.088   

Tunjangan Beras :  Rp         217.260  + 

   Rp      4.008.348   

Iuran Wajib Pajak (10%) :  Rp         379.109  - 

 :  Rp      3.629.239   

Dibulatkan dalam ribuan 

rupiah   Rp      3.629.300   

Pembulatan                       61  
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b.1 

 

PERHITUNGAN GAJI INDUK PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

N A M  A : JAKA SUPRIYANTO 

N  I  P. : 19770724 200801 1 012 

Tgl. Lahir : 24-07-1977   

Golongan : II/c   

PENGHASILAN :      

Gaji Pokok :  Rp 2.559.900    (a) 

Tunjangan Istri / 

Suami :  Rp    255.990    (b) 

Tunjangan Anak :  Rp                -    (c) 

Tunjangan Jabatan :  Rp                -    (d) 

Tunjangan 

Fungsional :      Rp                -    (e) 

Tunjangan Umum :  Rp    180.000    (f) 

Tunjangan PPh :  Rp                -    (g) 

Tunjangan Beras :  Rp    144.840    (h) 

Pembulatan :  Rp             59  +  (i) 

Jumlah Penerimaan 

Kotor  :  Rp     3.140.789   

POTONGAN-POTONGAN :    

P  F  K    10 % :  Rp    281.589    (j) 

Pembelian Beras :  Rp                -     

PPh :  Rp                -     

Iuran Perumahan :  Rp        5.000  +  (k) 

Jumlah Potongan   :  Rp        286.589  - 

Penerimaan Gaji 

Bersih    :  Rp    2.854.200   
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Keterangan  :     

(a) : Berdasarkan Pangkat dan Golongan   (k) : Peraturan Menteri 

(b) : Perhitungan di b.2    Pekerjaan Umum dan  

(c) : Perhitungan di b.2    Perumahan Rakyat RI 

(d) : Peraturan Presiden RI No 26, 2007    

(e) : Peraturan Presiden RI No 51, 2007    

(f)  : Peraturan Presiden RI No 12, 2006    

(g) : -      

(h) : Perhitungan di b.2      

(i)  : Perhitungan di b.2      

(j)  : 10% X Gaji pokok + Tunj. Keluarga    
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b.2 

N A M  A : JAKA SUPRIYANTO 

N  I  P. : 19770724 200801 1 012 

Tgl. Lahir : 24-07-1977  

Golongan : II/c  

Status : K/0 - 1/0/2  

(b) Perhitungan Tunjangan Istri/Suami  

Tunjangan Istri/Suami  : Gaji Pokok  x 10%  

   Rp 2.559.900 x 10%  

   Rp         255.990   

(c) Perhitungan Tunjangan 

Anak    

Tunjangan Anak : Gaji Pokok x 2% 

(h) Perhitungan Tunjangan 

Beras     

Tunjangan Beras : Jumlah Jiwa x 10 kg x Rp. 7.242,00 

  2 x 10 kg x Rp. 7.242,00  

   Rp         144.840    

(i) Perhitungan Pembulatan    

Gaji Pokok :  Rp      2.559.900   

Tunjangan Istri/Suami :  Rp         255.990   

Tunjangan Anak :  Rp                    -   

Total :  Rp      2.815.890   

Tunjangan Beras :  Rp         144.840  + 

   Rp      2.960.730   

Iuran Wajib Pajak (10%) :  Rp         281.589  - 

 :  Rp      2.679.141   

Dibulatkan dalam ribuan 

rupiah   Rp      2.679.200   

Pembulatan                       59  
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3.2.2 Tolak ukur yang menjadi dasar Perhitungan Gaji Induk Pegawai  Negeri 

Sipil 

1. Gaji Pokok 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 30 Tahun 

2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Gaji Pegawai Negeri 

Sipil Bab I Pasal 1 dan 2, menjelaskan mengenai pangkat atau kedudukan 

yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian 

susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Serta nama 

dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil dari yang terendah sampai dengan 

tertinggi. Lebih lanjut, dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini :  
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Tabel 3.1 Pangkat dan Golongan Pegawai Negeri Sipil 

No. Pangkat Golongan Ruang 

1. Juru Muda I a 

2. Juru Muda Tingkat 1 I b 

3. Juru I c 

4. Juru Tingkat 1 I d 

5. Pengatur Muda II a 

6. Pengatur Muda Tingkat 1 II b 

7. Pengatur II c 

8. Pengatur Tingkat 1 II d 

9. Penata Muda III a 

10. Penata Muda Tingkat 1 III b 

11. Penata III c 

12. Penata Tingkat 1 III d 

13. Pembina IV a 

14. Pembina Tingkat 1 IV b 

15. Pembina Utama Muda IV c 

16. Pembina Utama Madya IV d 

17. Pembina Utama IV e 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 7 Tahun 

1977 Bab II Pasal 4 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil menjelaskan 

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu pangkat menurut 

Peraturan Pemerintah diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang 

telah ditetapkan. Lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 11. 

2. Tunjangan-tunjangan 

Selain gaji pokok, Pegawai Negeri Sipil diberikan beberapa tunjangan 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

1) Tunjangan Istri atau Suami 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 7 Tahun 

1977 Bab IV Pasal 16 ayat 1 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 

menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang beristri/bersuami diberikan 

tunjangan isteri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok, 

dengan ketentuan apabila suami isteri kedua-duanya berkedudukan 

sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka tunjangan ini hanya diberikan kepada 

yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.  

2) Tunjangan Anak 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 7 Tahun 

1977 Bab IV Pasal 16 ayat 2 dan 3 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri 

Sipil menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau 

anak angkat yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, belum 

kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan menjadi tanggungannya, 

diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok untuk 
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tiap-tiap anak. Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 

diberikan sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) orang anak.   

3) Tunjangan Umum 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 

2006 Pasal 2 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil 

menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tidak menerima tunjangan 

jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan yang 

dipersamakan dengan tunjangan jabatan, diberikan Tunjangan Umum 

setiap bulan. Besarnya tunjangan umum dapat dilihat pada tabel 3.2 di 

bawah ini : 

Tabel 3.2 Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil  

 

 

 

 

 

4) Tunjangan Jabatan Struktural 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 26 Tahun 

2007 Pasal 1 tentang Tunjangan Jabatan Struktural menjelaskan bahwa 

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam 

jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan struktural setiap bulan. 

No. Golongan Besarnya Tunjangan 

1 IV Rp 190.000,00 

2 III Rp 185.000,00 

3 II Rp 180.000,00 

4 I Rp 175.000,00 
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Besarnya Tunjangan Jabatan Struktural dapat dilihat pada tabel 3.3 di 

bawah ini : 

Tabel 3.3 Tunjangan Jabatan Struktural  

No. Eselon BesarnyaTunjangan 

1. I A 
Rp 5.500.000,00 

2. 
I B Rp 4.375.000,00 

3. II A 
Rp 3.250.000,00 

4. II B 
Rp 2.025.000,00 

5. III A 
Rp 1.260.000,00 

6. III B 
Rp   980.000,00 

7. IV A 
Rp   540.000,00 

8. IV B 
Rp   490.000,00 

9. V A 
Rp   360.000,00 

 

5) Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 51 Tahun 

2007 Pasal 1 dan 2 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas 

Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa Tunjangan Jabatan Fungsional 

Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan 

Pengawas Ketenagakerjaan adalah tunjangan jabatan fungsional yang 

diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan 
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secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan diberikan tunjangan 

Pengawas Ketenagakerjaan setiap bulan. Besarnya tunjangan Pengawas 

Ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini : 

Tabel 3.4 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas 

Ketenagakerjaan 

No. 

Jabatan 

Fungsional 

Jabatan 

Besarnya 

Tunjangan 

1. Pengawas 

Ketenagakerjaan 

Ahli 

Pengawas Ketenagakerjaan 

Madya 

Pengawas Ketenagakerjaan 

Muda 

Pengawas Ketenagakerjaan 

Pertama 

Rp. 500.000,00 

 

Rp. 400.000,00 

 

Rp. 270.000,00 

2. Pengawas 

Ketenagakerjaan 

Terampil 

Pengawas Ketenagakerjaan 

Penyelia 

Pengawas Ketenagakerjaan 

Pelaksana Lanjutan 

Pengawas Ketenagakerjaan 

Pelaksana 

Rp. 325.000,00 

 

Rp. 265.000,00 

 

Rp. 240.000,00 
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6) Tunjangan Beras 

Berdasarkan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Peraturan 

Direktur Jenderal Perbendaharaan No PER-3/PB/2015 tentang Perubahan 

Kelima atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No PER-

67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang, pada 

Pasal 3 menjelaskan bahwa harga pembelian beras oleh pemerintah kepada 

Perum Bulog untuk Tunjangan Pangan Golongan Anggaran (PNS, TNI dan 

Polri) ditetapkan sebesar Rp. 8.047,00 per kilogram dan pemberian 

tunjangan beras dalam bentuk uang kepada Pegawai Negeri dan 

pensiun/penerima tunjangan yang bersifat pensiun ditetapkan sebesar Rp. 

7.242,00 per kilogram.    

7) Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 80 Tahun 

2010 Tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 

21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pasal 

1 ayat 2 dan 4 menjelaskan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah 

pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan 

dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib 

Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 

Undang- Undang Pajak Penghasilan.  

Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah PNS 

sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Pokok-Pokok 
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Kepegawaian. Serta pada Pasal 2 ayat 1, 2a dan 2b menjelaskan mengenai 

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur 

setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh 

Pemerintah atas beban APBN atau APBD. Penghasilan tetap dan teratur 

setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1 meliputi penghasilan tetap dan teratur bagi :  

a. Pejabat Negara, yaitu untuk :  

1. Gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan.   

2. Imbalan tetap sejenisnya  yang ditetapkan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

b. PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI, untuk gaji dan tunjangan lain 

yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

dihitung dengan menerapkan tarif  Pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang 

Pajak Penghasilan atas jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan 

biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak 

Kena Pajak. 

3. Iuran Wajib Pegawai (IWP) 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 

212/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No 

222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga, pada Pasal 1 ayat 

1 dan 18 menjelaskan bahwa Dana Perhitungan Fihak Ketiga yang 
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selanjutnya disebut Dana PFK adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil 

pemotongan gaji/penghasilan tetap bulanan pejabat negara, Pegawai Negeri 

Sipil Pusat/Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota 

Kepolisian Republik Indonesia (Polri), atau Pegawai Pemerintah Non 

Pegawai Negeri Pusat/ Daerah dan sejumlah dana yang disetorkan oleh 

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk dibayarkan kepada pihak ketiga.  

Iuran Wajib Pegawai adalah iuran dari gaji pokok dan tunjangan 

keluarga PNS Pusat/ PNS Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia 

(TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan PNS Kementerian 

Pertahanan/Polri untuk iuran pensiun, iuran tabungan hari tua, dan iuran 

jaminan kesehatan. Besarnya Iuran Wajib Pegawai adalah 10% dari gaji 

pokok dan tunjangan keluarga. Lebih lanjut dapat dilihat pada formula rumus 

di bawah ini : 

 

 

 

4. Taperum (Tabungan Perumahan) 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Republik Indonesia Selaku Ketua Harian Badan 

Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil No 

22/PRT/M/2015 tentang Fasilitas Bantuan Tabungan Perumahan 

Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa 

IWP = 10% X (Gaji Pokok + Tunjangan Istri/Suami + Tunjangan Anak) 
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Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut 

TAPERUM-PNS adalah tabungan melalui iuran yang dipotong dari 

gaji pokok masing-masing PNS yang ditujukan bagi peningkatan 

kesejahteraan PNS dalam bidang perumahan. Besarnya iuran 

Tabungan Perumahan dapat dilihat pada tabel 3.5 di bawah ini : 

Tabel 3.5 Iuran Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil 

No. Golongan Besarnya Iuran 

1. IV Rp. 10.000,00 

2. III Rp. 7.000,00 

3. II Rp. 5.000,00 

4. I Rp. 3.000,00 

 

Berdasarkan beberapa tolak ukur diatas, Perhitungan Gaji 

Induk Pegawai Negeri Sipil di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Daerah Istimewa Yogyakarta telah menggunkan tolak ukur tersebut 

atas dasar perhitungan gaji induknya.  
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pada laporan magang diatas mengenai Perhitungan Gaji 

Induk Pegawai Negeri Sipil di Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Daerah 

Istimewa Yogyakarata, perhitungan dengan menggunakan dokumen-dokumen 

yang diperlukan dalam penggajian, seperti daftar gaji pegawai, dokumen 

perubahan gaji yaitu SK kenaikan pangkat dan SK kenaikan gaji berkala, serta 

beberapa tolak ukur yang menjadi dasar perhitungan yaitu gaji pokok, 

tunjangan-tunjangan, iuran wajib pegawai dan tabungan perumahan maka 

kesimpulan yang dapat diambil dari laporan magang ini adalah :  

1. Perhitungan gaji induk pegawai negeri sipil dilakukan menggunakan 

dokumen daftar gaji pegawai. Daftar gaji pegawai tersebut berisi mengenai 

jumlah gaji setiap pegawai, ditambah dengan tunjangan-tunjangan dan 

dikurangi potongan-potongan.  

2. Perhitungan gaji induk pegawai negeri sipil dilakukan menggunakan konsep 

gaji atau daftar gaji bulan lalu yang telah diubah. Konsep gaji merupakan 

data-data pegawai mulai dari nama-nama pegawai dan jabatan pegawai 

yang berhubungan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah 

Istimewa Yogyakarta dari golongan tertinggi hingga golongan terendah. 

Konsep gaji tersebut berupa daftar gaji bulan  
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lalu yang berisi perubahan jika ada kenaikan pangkat atau gaji berkala yang 

sesuai dengan SK Kenaikan Pangkat (SKKP) dan SK Kenaikan Gaji  

Berkala (SKKGB). 

3. Perhitungan gaji induk pegawai negeri sipil di Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menggunakan tolak ukur 

yang menjadi dasar atas perhitungan tersebut, seperti Gaji pokok yang 

berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, Tunjangan Istri/Suami, 

Tunjungan Anak, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Struktural, Tunjangan 

Umum, Tunjangan Beras, Pajak Penghasilan, Iuran Wajib Pegawai, dan 

Tabungan Perumahan (TAPERUM).  

4.2 Saran  

Sehubungan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas yang 

berdasar pada perhitungan gaji induk pegawai negeri sipil di Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarata, maka dapat 

dikemukakan saran-saran dari penulis yaitu sebagai berikut : 

1. Merapikan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk perhitungan gaji 

induk pegawai negeri sipil. 

2. Menata dokumen-dokumen gaji induk pegawai dengan baik. 

3. Menjaga dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menjadi dasar 

perhitungan gaji induk pegawai negeri sipil. 
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